
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TUTOR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
dan taat azas Peraturan Perundang-Undangan, perlu 
penycsuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Penanggulangan Bencana; 

b. bahwa berdasarkan pertimbEmgan sebagaimana 
dimaksud dalam huru f a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Penanggulangan Bencana. 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Ungkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahim 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 



7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

9. Undang-UndEing Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahim 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140Tambahan Lembman Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

11 . Undang-Undang Nomor 36 Tahim 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahim 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, TambahanLcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Taihun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (LembarEui Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pen^ant i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemcrintahan Antara Pemerintah, 
Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan Pemcrintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4754); 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4829); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Intcmasional dan 
Lembaga Asing Non-Pcmerintah Dalam 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 

2 1 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 
Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi d i Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasartma 
Dalam Penanggulangan Bencana; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah; 

29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pen3aisunan Rencana Penan^qlangan Bencana; 

30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penggunaan Dana SiapPakai; 

3 1 . Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata 
Cara PemberianBantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; 

32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman 
PemberiEin dan BesaranBantuan Santunan Duka Cita; 



33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
BencanaNomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap 
Tim Rcaksi Cepat; 

34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 10 Tahxm 2008 tentang Pedoman 
Komando Tanggap Darurat Bencana; 

35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 

36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan 
Bencana; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa T imur Nomor 3 tahun 
2010 tentang Penanggulangan Bencana d i Provinsi 
Jawa Timur; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7). 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tiomor 18 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Pacitan(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 
Tahun 2010); : 

4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahim 2013 
Nomor 10); 

42. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 12) 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

HEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 12 
TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2013Nomor 12) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapns, sehlngga Pasal 1 aelengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. dihapus 
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

6. Forum pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum u n t u k 
mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana d i 
daerah. 

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, balk oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 
maupun faktor manusia sehlngga mengakibatkan t imbulnya korban 
j iwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 
dampak psikologis. 

8. Bencana sdam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 
berupa gempa bumi , tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 
angin topan, dan tanah longsor. 

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 
meliputi antara la in konfl ik sosial antarkelompok atau 
antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

11 . Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko 
t imbulnya bencana, kegiatan penccgahan bencana, tanggap darurat, 
dan rehabilitasi. 

12. Pengurangan resiko bencEuia adalah kegiatan un tuk mengurangi 
ancaman dan kerentanan serta menmgkatkan kemampuan 
masyarakat dalam menghadapi bencana. 

13. Prabencana adalah situasi dimana belum teijadi bencana. 
14. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang 

berisi kebijakan strategi, program dan pil ihan tindakan dalam 
penyelenggaraan pcnan^ulangan bencana dari tahap pra, tanggap 
darurat dan pasca bencana. 



15. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen 
perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan 
prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan 
yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh 
seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif 
komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan un tuk 
mengurangi resiko bencana dalam rangka membEingun kesiapsiagaan 
dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencema. 

16. Kegiatan penccgahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
di lakukan sebagai upaya un tuk menghilangkan dan/atau mengurangi 
ancaman bencana. 

17. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
pemerintah un tuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada 
jangka waktu tertentu atas dasar rckomendasi badan yang dibcri 
tugas un tuk menanggulangi bencana. 

18. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau 
karakteristik geolo^s, biologis, hidrolo^s, klimatologjs, geografis, 
sosial, budaya, polit ik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah 
un tuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangikemampuan u n t u k 
mcnanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

19. Resiko bencema adalah potensi kerugiaji yang dit imbulkan akibat 
bencana pada suatu wilayah dalam k u r u n waktu tertentu yang 
dapat berupa kematian, luka, sakit, j iwa terancam, hilangnya rasa 
aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 
kegiatan masyarakat. 

20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui pengorgEinisasian serta melalui 
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

2 1 . Mitigasi adalah serangkaian upaya un tuk mengurangi resiko 
bencana, balk melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana un tuk menangani dampak 
buruk yang dit imbulkan, yang meliputi kegiatan penyeleimatan dan 
evakuasi korban. harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar. 
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 
prasarana dan sarana. 

23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak 
bencana. 

24. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana. 
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publ ik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada 
wilayah pascabencana dengan sasaran utama u n t i i k normalisasi atau 
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 
masyarakat pada wilayah pascabencana. 

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan 
prasarana. kelembagaan pada wilayah pascabencana, balk pada tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkcmbangnya ke^atan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 
h u k u m dan kctertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

27. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau 
sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat 
bencana. 



28. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara 
langsung orang ya i tu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu 
atau yang bergantung hidup dari korban bencana 

29. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau 
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana. 

30. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali. 
3 1 . Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu 

kepemilikan korban bencana. 
32. Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang 

dipakEii un tuk mempermudah pekeijaan, pencapaian maksud dan 
tujuan, serta upaya yang digunakan un tuk mencegah, mengatasi, dan 
menanggulangi bencana. 

33. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya 
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat 
yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need 
assessmentl, kerusakan {damage assessTuent), dan penyediaan 
sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena 
bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap 
kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana 
fasilitas umum. 

34. Lembaga Usaha adalah setiap badan h u k u m yang dapat berbentuk 
badan usaha mi l ik negara, badan usaha mil ik daerah, koperasi, atau 
swasta yang didir ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus 
yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

35. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dlbentuk oleh 
anggota masyaralmt Warga Negara Republik Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, un tuk berperanserta 
dalam pembcingunan deilam rangka mencapai tujuan nasional 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. 

36. Lembaga Intcmasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup 
s tmk tu r organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang 
menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau 
organisasi intcmasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah 
dari negara lain d i luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat barn yaitu ayat (2), sehlngga 
Pasai 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasai 5 

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi: 
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penjdntas 

yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan min imum; 
b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana; 
c. pengembangandan penerapan kebijakan pengurangan resiko 

bencana secara berkelanjutan; 
d. pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana 

dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program 
pembangunan jangka menengah daerah sertaRencana Keija 
Pemerintah Daerah; 



e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan 
kelangsungan hidup; 

f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah; 

g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan 
pangan ; 

h . fasilitasi pemeliharaan weirisan sejarah dan budaya baik yang 
bcrwujud dan/atau t idak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik 
dan tcrpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari 
ancaman dan dampak bencana; 

i . pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan 
j . pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana 

baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
maupun non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
publ ik melalui Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah dan d iumumkan 
melalui media cetak dan elcktronik. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat terhadap 
proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huru f e diatur dalam Peraturan Bupati ; 

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru 
yaitu ayat (6), sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Setiap orang mempuyai h a k : 
a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi 

kelompok masyarakat rentan; 
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
c. mcndapatkaninformasi secara tertulis dan/atau lisan tentang 

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan 

pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan 
termasuk dukungan psikososial; 

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya ysmg 
Ijcrkaitan dengan d i r i dan komimitasnya; dan 

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur 
atas pelaksanaan penanggulangan bencana. 

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan 
pemenuhan kebutuhan dasar. 

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas : 
a. pemyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang 

berpotensi bencana; 
b. agama dan kepercayaan; 
c. budaya; 
d. l ingkungan yang sehat; 
c. ekonomi; 
f. polit ik; 
g. pendidikan; 



h. pekerjaan; 
i . kesehatan reproduksi; dan 
j . seksual. 

(4) Masyarakat berhak un tuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena 
merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

(5) Masyarakat berhak u n t u k memperoleh ganti rugi dan bantuan karena 
terkena bencana yang disebabkan oleh kegagaian konstruksi dan 
teknologi dari pihak yang menyebabkan kegagaian konstruksi dan 
teknologi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Bupati 

Ketenttian Paaal 21 diubah, aehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Peran serta lembaga intcmasional dan lembaga asing non pemerintah 
dalam penanggulangan bencana bertujuan un tuk mendukung 
penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman 
dan resiko bencana, pengurangan pcnderitaan korban bencana, serta 
mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. 

(2) Pada saat situasi tanggap darurat, lembaga intemasional atau 
lembaga asing non pemerintah diberikan kemudahan akses dalam 
menyalurkan bantuan 

(3) Ketentuan Icbih lanjut mengenai tata cara peran serta lembaga 
intemasional atau lembaga asing non pemenntah dalam 
penanggulangan bencana, pemberian bantuan oleh lembaga 
intemasional atau lembaga asing non pemerintah dan pengawasan 
terhadap lembaga intemasional atau lembaga asing non pemerintah 
dalam penanggulangan bencana diatur dalam PcraturEin Bupati . 

Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah, aehingga Paaal 53 selengkapnya 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 53 

(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 h u r u f b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Penentuan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetetapkan oleh Bupati . 

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban 
bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat, 
penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD. 

Ketentuan Pasal 80 dihapus. 



7. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehlngga Pasal 87 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 87 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan besaran 
bantuan santunan duka cita sebgaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) 
huru f a diatur dalam Peraturan Bupati 

8. Ketentuan pasal 94 diubah, aehingga pasal 94 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 94 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah i n i , segala ketentuan yang 
berkaitan dengan penanggulangan bencana d i Daerah dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang t idak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan 
pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah in i . 

Pasal I I 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal JiX - \X - 2014 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



7. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehlngga Pasal 87 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 87 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan besaran 
bantuan santunan duka cita sebgaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) 
huru f a diatur dalam Peraturan Bupati 

8. Ketentuan pasal 94 diubah, sehlngga pasal 94 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 94 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah in i , segala ketentuan yang 
berkaitan dengan penanggulangan bencana d i Daerah dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang t idak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan 
pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah in i . 

Pasal n 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah in i dengan pwnempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal: 22 - 12 - 2014 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 Desember 2014 

SEKRBTARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs.fiUKO WIYONO.MM -
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 8 



PENJELASAM 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA 

UMUM 

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai 
kehidupan manusia, fenomena in i bcrdampak merusak dan muncul 
dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak in i dapat berupa 
korban j iwa dan atau kerugian harta benda sehingga 
mangacaukan tatanan alam dan sosial. 

Bencana dapat terjadi secara alami dan dapat dikarenakan 
perbuatan manusia. Gempa bumi , tsunami, badai adalah contoh bencana 
yang terjadi secara alami. Sedangkan tanah longsor pada gunung yang 
hutannya digunduli manusia, kcbakaran hutan karena manusia mencari 
cara gampang membuka lahan perkebunan, kcbakaran pemukiman, 
pencemaran lingkungEin, bencana karena kegagaian teknologi adalah 
contoh bencana yang dikarenakan perbuatan manusia. Kerusuhan sosial 
baik yang disebabkan oleh konflik horizontal maupun vertlkal 
merupakan peristiwa bencana karena menyebabkan kerusakan dan 
merugikan masyarakat. 

Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa 
Indonesia terdiri dari berbagai suku , adat dan budaya. Wilayahnya 
berbentuk kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke. 
Terletak d i wilayah tropis dan berada d i antara dua samudera yai tu 
Samudera Hindfa dan Samudera Pasifik dan dua bcnua yai tu Benua Asia 
dan Benua Australia. Selain i t u Indonesia juga menduduki tiga 
lempeng yai tu Icmpeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempcng 
Pasifik. Oleh karenanya negeri i n i mempunyai posisi strategis dengan 
segala kekayaan alamnya sekaligus menjdmpan potensi bencana. 
Beberapa ancaman bencana berikut tersebar d i beberapa wilayah d i 
Kabupaten Pacitan : 
1. Tanah longsor 
2. Banjir. 
3. Bencana Kekeringan. 
4. Tsunami. 
5. Angin. 
6. Gempa Bumi. 
7. Epidemi dan Wabah Penyakit. 

Dengan melihat dan mengkaji berbagai ancaman tersebut, semakin 
tinggi ancaman bahaya d i daerah, semakin tinggi resiko daerah terkena 
bencana. Demikian pula semakin tinggi t ingkat kerentanan masyarakat, 
semakin tinggi pula tingkat resikonya, sebaliknya, semakin tinggi tingkat 
kemampuan masyarakat, semakin kecil resiko yang dihadapinya. Untuk 
menghadapi kemungkinan yang terjadi selain diperlukan analisis resiko 
diperlukan pula etos kerja dan profesionalisme dalam proses 
penanganan bencana. 



Dengan mcngadopsi kearifan lokal. penanggulangan bencana dapat 
di lakukan dengan lebih optimal karena diselaraskan dengan 
perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan informasi, 
transportasi, dan komunikasi dalam penanggulangan bencana. 

Pembentukan Peraturan Daerah in i sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Pacitan. Terkait dengan pengaturan dalam RPJPD dan 
RPJMD pola penangulangan bencana d i Kabupaten Pacitan 
diintegrasikan dengan pembangunan pendidikan, budaya, dan pariwisata. 
Untuk mencapai keberhasilan pengaturan in i dikehendaki adanya 
keterlibatan elemen pemerintah, masyarakat, organisasasi masyarakat, 
lembaga usaha, lembaga pendidikan, media, lembaga donor maupvm 
pihak lEiin, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi dan menyeluruh, baik sebelum (pra-bencana), pada saat 
(tanggap darurat) maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). 
Dengan kesiapsiagaan yang d imi l ik i bersama dalam satu koordmasi dan 
penanganan darurat bencana secara tcrkomando, maka diharapkan 
bencana yang terjadi t idak banyak menimbulkan korban dan kerugian 
serta dapat diatasi dengan lebih efektif, efisien, cepat dan tepat. 

PASAL DEBU PASAL 
Pasal I 

Angka 1 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Angka 2 

Pasal 5 i 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

H u r u f b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud perlindungan masyarakat 
terhadap proses ganti rugi dan kelangsungan 
hidup adalah tanggimgjawab pemerintah daerah 
terhadap bencana berstatus bencana daerah. 
un tuk memastikan adanya proses ganti rugi dan 
menjamin ketersediEian mata pencaharian 
termasuk warga yang dirclokasi karena resiko 
bencana. 

Huruf f 
Pengalokasian dana penanggulangan bencana 
meliputi alokasi dana untuk program 
prabencana,saat bencana, dan pasca bencana. 

Huruf g 
Cukupjelas. 

Huruf h 
Cukupjelas 



Huruf i 

Ayat (2) 

Angka 3 
Pasal 8 

Ayat (1) 
Huruf a 

H u r u f b 

Huruf c 

Huruf d 

Huruf e 

Huruf f 

Ayat (2) 

Ayat (3) 
Huruf a 

H u r u f b 

Huruf c 

Huruf d 

Huruf e 

Huruf f 

Huruf g 

Huruf h 

Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan 
rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah. 

Cukup jelas 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan 
adalah anggota masyarakat yang membutuhkan 
bantuan karena keadaan yang disandangnya d i 
antaranya masyarakat lanjut usia, anak-anak, 
ibu hamil dan menyusui, hilang ingatan/gila 
dan difabel/disabilitas. 

Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana 
diberikan kepada masyarakat un tuk 
membangun kesiapsiagaan dan kemandirian 
dalam menghadapi bencana. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan* perlindungan dan 
jaminan hak atas pekerjaan* adalah bahwa 
dalam hal upaya penanggulangan bencana 
Pemerintah Daerah maupun pihak lain member! 
perhatian penuh agar korban tetap mendapat 
peluang bekerja dan dibantu untuk 
mendapatkan pekerjaan. 

Cukup jelas 



Huruf j 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Pemberian ganti rugi dengan 
mempertimbangkan kemampuan daerah. 
Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat 
dibuktikan denganbukti kepemilikan yang sah. 

Ayat (5) 
kegagaian konstruksi adalah keadaan hasil 
pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan baik 
sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat 
dari kesalahan dari pengguna jasa atau 
penyediajasa 

Kegagaian Teknologi adalah semua kejadian 
bencana yang diakibatkan oleh kesalahan 
desain, pengoperasian, kelalaian dan 
kesengajaan manusia dalam penggunaan 
teknologi dan/atau industri . 

Angka 4 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Angka 5 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Angka 6 
Pasal 80 

Dihapus 
Angka 7 

Pasal 87 
Cukup jelas 

Angka 8 
Pasal 94 

Cukup jelas 

Pasal II 
Cukup jelas 


